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Abstract. The management of oil and gas (Migas) in Indonesian energy law has witnessed a shift towards
national control, including provisions in the 1945 Constitution that establish natural resources as state
wealth. Law No. 22/2001 regulates various technical, economic, environmental, and community
participation aspects of the oil and gas sector. Decisions by the Constitutional Court (MK) have clarified
the state's ownership of Migas resources in accordance with the constitution. Renewable energy is crucial
for Indonesia's sustainable development, with collaboration between the government and the private sector
aimed at increasing the penetration of renewable energy, overcoming financial barriers, and protecting
the environment. The MK's decision regarding Law No. 22/2001 supports state sovereignty, the interests
of the people, and the goals of preserving natural resources and sustainable development. The key issue at
hand is the nature of oil and gas management in Indonesian energy law and whether the legal
considerations in the Constitutional Court's decision No. 36/PUU-X/2012 align with Indonesian energy
law. The research method employed in this study is a normative juridical approach, also referred to as
doctrinal research, which involves the examination of legal documents and literature. Through this
research, Indonesia aims to fulfill its commitment to reducing environmental impact and dependence on
fossil fuels through renewable energy sources

Keywords: Management, energy law, and state sovereignty.

Abstrak. Pengelolaan minyak dan gas (Migas) dalam hukum energi Indonesia. Sejarah pengelolaan Migas
menunjukkan pergeseran ke kontrol nasional, termasuk UUD 1945, yang menetapkan sumber daya alam
sebagai kekayaan negara. UU No. 22/2001 mengatur beragam aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan
partisipasi masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi penguassan negara atas
sumber daya Migas sesuai konstitusi. Energi terbarukan kunci untuk pembanguanan berkelanjutan
Indonesia, dengan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan penetrasi energi
terbarukan, mengatasi hambatan finansial, dan melindungi lingkungan. Putusan MK terkait UU No.
22/2001 mendukung kedaulatan negara dan kepentingan rakyat serta tujuan menjaga sumber daya alam dan
pembangunan berkelanjutan. engan fokus masalah ialah, Apa hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam
hukum energi indonesia ? dan Bagaimana pertimbangan hukum pengelolan pengelolaan minyak dan gas
dalam putusan MK nomor 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi indonesia?. Metode
digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian yuridis normatif juga di sebut dengan istilah penelitian
doktrinal yaitu mengkaji terkait dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka. Maka
dengan penelitian ini akan terwujudnya Indonesia yang berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dan
ketergantungan fosil dengan energi terbarukan.

Kata kunci: pengelolaan,hukum energi dan kedaulatan negara.

LATAR BELAKANG
Pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia memainkan peran yang
penting dalam mendukung ekonomi negara, menyediakan devisa, dan memenuhi

kebutuhan energi dalam negeri. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Migas di

Received Desember 19, 2023; Accepted Januari 19, 2024; Published Mei 31, 2024

* Rumawi: rumawi@uinkhas.ac.id




PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012

Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan seiring sejarahnya. Dari era kolonial
hingga kemerdekaan, dominasi perusahaan asing mengendalikan sumber daya Migas,
hasilkan manfaaat yang lebih besar bagi mereka daripada negara dan juga masyarakat
Indonesia. Namun, sejak kemerdekaan, langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat
kedaulatan nasional atas Migas. Dalam UUD 1945 menetapkan prinsip ini bahwa
mengacu pada pengelolaan sumber daya migas untuk kepentingan masyarakat dan
negara. Kemudian, pada Th 1960, Undang-Undang Nomor 44 memperkuat kedaulatan
negara atas Migas. Perusahaan asing masih berperan besar, tetapi model kerjasama
kontrak karya mulai berkembang. Pada tahun 1971, Pertamina dibentuk sebagai langkah
nasionalisasi industri Migas (Astutik, 2021:).

Migas, adalah salah satu bentuk energi yang berpengaruh. Sumber energi ini
berkaitan dengan rangkaian politik di masing-masing Negara dunia. Hingga saat ini,
keunikan dan kompleksitas karakteristik mereka telah menjadikan mereka tidak mudah
tergantikan oleh alternatif energi, seperti gas alam, batubara, atau tenaga nuklir. Migas
berperan penting bagi negara maju apalagi negara-negra berkembang yang sangat
dibutuhkannya. Tanpa migas mereka tidak akan mampu menjalankan industri dengan
maksimal, oleh karena itu migas merupakan komoditas yang dibutuhkan baik bagi negara
maju mupun berkembang sebagai bahan perputaran ekonomi negara (pramudji 2016).
Migas memiliki peran peting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara
maju dan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi negara penjual minyak dimana
Kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas dilndonesia, sebuah negra kepulauan yg
kaya sumber daya alam, ialah aset kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi dan
pembangunan nasional. Migas memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan
energi, mendukung industri, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan
negara. Sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan, sejarah pengelolaan migas di
Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik,
ekonomi, dan hukum. Periode awal pengelolaan migas terjadi pada zaman kolonial
Belanda. Penemuan minyak pertama pada tahun 1885 di Sumatera Utara menjadi awal
mula eksploitasi migas di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing mendapatkan hak
konsesi atas wilayah produksi dan mengendalikan operasi migas. Periode ini

mencerminkan dominasi asing dalam ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya migas,
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dengan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan asing dari pada bagi negara
dan masyarakat setempat (Rahmawati 2017: 111)

Perubahan besar terjadi ditahun 2001 yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
22 tentang migas, yang diamna bertujuan memajuakan pengelolaan Migas dan
memastikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi neg ara dan masyarakat. Kendati ada
perubahan dalam regulasi, pengelolaan Migas dihadapkan pada tantangan seperti tata
kelola, transparansi, dampak lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pada
2012, Putusan Mahkamah Konstituisi (MK) No. 36/PUU-X/2012 mempengaruhi regulasi
pengelolaan Migas dan menciptakan diskusi luas. Penelitian tentang implikasi dan
dampak Putusan MK ini pada kebijakan energi dan ekonomi nasional menjadi penting
untuk memahami lebih dalam dinamika hukum energi dan keseimbangan antara
kepentingan nasional dan global dalam pengelolaan Migas di Indonesia. Penelitian ini
berpotensi memberikan wawasan komprehensif tentang peran Migas sebagai aset
strategis dalam pembangunan negara (Asnawi 2016).

Dari latar belakang di atas yang dipaparkan, adapun terkait titik masalah yang
diteliti dalam tulisan ini adalah. Apa hakikatnya pengelolaan minyak dan gas dalam
hukum energi indonesia ? dan Bagaimana pertimbangan hukum pengelolan pengelolaan
migas dalam putusan MK No: 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai dengan hukum
energi indonesia Dengan judul Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak
Dan Gas Bumi (Migas) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-X/2012
menjadi penting dalam upaya memahami implikasi dan dampak dari keputusan tersebut
terhadap kebijakan energi dan ekonomi nasional. Dengan menggali lebih dalam aspek-
aspek hukum dan pertimbangan yang terlibat, penelitian ini memiliki potensi untuk
memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum energi dan
bagaimana penyelesaiannya dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan

nasional dan global dalam pengelolaan Migas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis
normatif dgn mennggukan langkah-langkah kualitatif. Penelitian yuridis normativ ini
meruapakan metode penelitian hukum yang fokus pada perundang-undangan atau norma

hukum yang berlaku, dimana pendekatan ini dilakukan melalui analisi terhadap materi
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hukum yang relevan dengan penelitian ini yang sedang diteliti. Istilah lain Penelitian
yuridis normatif samadengan penelitian doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji
terkait perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka, peneliitan hukum ini
menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh liputan mengenai fakta-fakta
yang dikaji dan juga pemecahan masalah pada penelitian ini memakai dua pendekatan:
pertama: peraturan undang-undnag yang berkaitan dgn isu hukum yang dikaji. Kedua
pandnagan dan doktrin-doktrin sedang berkembang dalam ilmu hukum. Tehnik pencarian
bahan hukum ini menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan

analisis kualitatif (Marzuki, 2009:93).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Hakikat pengelolaan migas dalam Hukum Energi Indonesia.

Migas merupakan salah satu hasil alam yang tidak terbarukan dan memiliki peran
penting dalam kehiduapan dan ekonomi nasional Indonesia. (Juliani 2022)
Pengelolaannya dimuat pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 untuk melindungi hak
rakyat sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal (2) menerangkan kepemilikan
negara atas produksi penting, sementara Pasal (3) menekankan pemanfatan sumber daya
alam untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya.

Dalam hakikatnya, migas ialah sumber daya alam (SDA) yang berada di dalam
perut bumi berbentuk cair dan gas, terutama terdiri dari senyawa hidrokarbon dengan
unsur utama karbon dan hidrogen. Migas sendiri memiliki nilai ekonomi dikarenakan
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti bahan bakar,
industri, listrik, dan lainnya. Selain itu, migas juga memiliki dimensi strategis dalam
konteks kedaulatan suatu negara, karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan
keamanan energi. Oleh karena itu, pengelolaan migas biasanya menjadi perhatian utama
pemerintah untuk memastikan pemanfaatannya yang efisien, berkelanjutan, dan untuk
kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyaknya dimana sudah tercantum dalam sila
ke 5 dalam pancasila (Rahma, 2021: 1019). Kekayaan migas adalah hasil alam yang harus
dijaga oleh negara sesuai amanat dalam UUD 1945. Migas dibagi menjadi dua dlam
penanangan pertama mencakup sektor hulu dan eksploiaitu penelusuran dan penggunaan
sedangkan sektor hilir mentah ke bahan jadi, angkut, penyimpanan dan penjulan, yang
pengaturannya dalam UU Migas. Ketergantungan Indonesia pada migas menunjukkan

perlunya pembenahan tata kelola migas untuk menciptakan kedaulatan energi.
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Pemanfaatan energi yang terbatas dan terus menerus dapat menyebabkan kelangkaan.
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi alternatif penting untuk mengatasi masalah
ini. Pemerintah telah mengambil langkah seperti bahan bakar alternatif dari kelapa dan
sawit, serta regulasi untuk kendaraan listrik.

Dilihat dari sejarahnya migas di indonesia sangat panjang, ( franky, 2023: 1) sejak
dari zaman penjajahan, pengelolaan swasta, hingga penanganan dan pengelolaannya
dilakukan pemerintah melalui pertamina berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 selanjutnya
dikeluarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang migas (Bahri 2012). Dilihat dari zaman ke
zaman pengusaan pemerintahan dalam menangani pengelolaan migas dilndonesia
terdapat 3 era: satu: penjajahan belanda, dua: awal merdekanya, dan terahir: industri
migas modern (Ariyon, 2021: 38). Pertama Periode Indische Mijnwet 1885. Awal mula
penemuan minyak pertama ialah di era kolonial belanda yang ditemukan oleh A.J Ziljiker
pada bulan juni 1885 yang sebelumnya mendapatka hak “konsesi” dari sultan langkak
diwilayah telaga sait, langkak. Dengan adanya temuan ini menjadi saat yang tepat guna
mendirikan perusahaan Belanda yang diberikan nama Royal Shell pada tahun 1890 serta
diberlakukanya undang-undang pemerintahan belanda pada tahun 1899 (Lubiantara,
2012:40). Kedua UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas. (Tarigan, 2020:6)
yang terjadi setelah kemerdekaan. Pemerintah menerbitkan UU No. 40 tentang
pertambangan minyak dan gas bumi yang ditandangani oleh Presiden Soekarno pd thn
1960 (Sutedi, 2011:68). Tiga UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
migas Negara (Pertamina) UU No. 8 Tahun 1971 (Zaman Orde Baru) Pasal 11 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina ialah pemegang utama pertambangan diamana
bahkan seluruh kawasan pertambangan migas di Indonesia ( Wicaksono 2015:3). Dan
terakhir UU No. 22 Tahun 2001 migas Bumi hingga sekarang masih tetap digunakan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas di Indonesia dibentuk untuk
merespon terhadap perubahan paradigma pengelolaan hasil alam. Sebelum undang-
undang ini, sektor migas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971
tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, mengatur seluruh sektor pertambangan
termasuk migas. Adanya undang-undang tersebut bertujuan guna menciptakan kerangka
hukum yang lebih komprehensif serta jelas dalam pengelolaan hasil alam migas di
Indonesia. Beberapa aspek utama dalam undaang-undang ini di antaranya Peran

Pemerintah: Undang-undang menegaskan peran pemerintah dalam mengelola sektor
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migas dan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan dan
menguntungkan bagi bangsa Indonesia, Pemberian Izin: Undang-undang ini mengatur
tentang perizinan untuk kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya
migas (Ariyono 2021:49).

Dilihat dari hakikat pengelolaan minyak dan gas menurut hukum energi Indonesia
itu melibatkan beberapa prinsip dan undang-undang yang mengatur aspek legal, teknis,
ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai hakikat pengelolaan
migas beserta undang-undangnya. Kedaulatan Negara adalah Prinsip atas SDA dan
termuasuk migas di Indonesia negara mempunyai hak eksklusif guna mengelola,
memanfaatkan, juga mengatur tentang hasil alam terutama migas yang terdapat di
wilayahnya. Undang-Undang yang sejurus dengan hal itu termuat pada Undang-Undang
Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3). Kewajiban serta hak negara yaitu negara memiliki
kewajiban untuk melindungi dan memanfaatkan hasil alam atau migas secara optimal
guna kepentingan negara (Mujiburohman, 2013: 463). Negara juga memiliki hak untuk
membagi produksi dan menerima keuntungan dari kegiatan migas. Dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pengelolaan migas harus
memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Prinsip ini mencakup perlindungan
lingkungan, pengelolaan limbah, mitigasi dampak lingkuangan, dan penerapan teknologi
yang ramah lingkungan merupakan ketentuan yang diatur dala Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan
Pengelolaan minyak dan gas harus melibatkan partisipasi massa, yang utama masyarakat
lokal di sekitar wilayah operasi. Prinsip ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan
keputusan, pemberdayaan ekonomi, dan pembagian manfaat yang adil. Undang-Undang
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (falicia, 2023: 659).
Negara juga memiliki peran untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan migas untuk
memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan. Hal ini meliputi
aspek teknis, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Dimana sudah terdapat dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Rumidi, 2018: 67).
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1.2 Pertimbangan hukum pengelolaan migas dalam putusan MK No 36/puu-x/2012
sesuai atau tidak sesuai dengan hukum energi indonesia.

Sebelumnya MK menjatuhkan putusan No 36/PUU-X/2012 terhadap UU NO 22
TH 2001 tentang migas, MK sudah menerima permohonan judical review terkait pasal
dalam UU migas tersebut, ada berapa pasal dimohonkan uji materi (simon, 2013: 9),
permohonan pertama dalam uji materi diterima MK pada 15 oktober 2003, Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-1/2003 diputuskan pada 10 april 2004, (farhani,
202:3) permohonan kedua dalam uji materi diajukan ditanggal 10 april 2007, Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007, diputuskan pada 13 desember 2007, akan
tetapi putusan uji materi kedua ini masih blm masuk poko perkara kerena tidak memenuhi
syarat (legal standing) peohon tidak diterima. Dan yang ketiga Pemohonan uji materi
diajukan tgl 29 maret 2012 duputus pada 5 novemer 2012, dan yang pemohonan keberepa
kalinya diajuakn pada tanggal 22 juni 2012, dan diputuskan pada taggal 26 maret 2013,
beberapa pokok revisi UU migas sebagai acuan dalam pertimbangan hukum pengelaan
migas dalam putusan mk no 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuing dengan hukum
energi diindonesia diantaranya yaitu: Intisari putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012
tersebut menegaskan beberuapa pasal dianggap inkonstitusional terkait dgn model tata
kelola migas dan sistem kontrak hulu berpola G2B, serta beberapa pasal yang dianggap
konstitusional terkait dengan sistem lisensi hilir dan keharusan mendahulukan peran
BUMN dalam pengelolaan miga jika diliat dari segi khusu saja (Syeirazi,2017:71).Perlu
dingat bhawasanya mk memtuskan perkara bukan hanya memutuskan perkara terkait isu
tata kelola migas, tetapi terutama megadili norma yang medasari UU migas dan putusan
MK terhadapnya. UU migas yang pasal-pasal jantunya dibataslkan MK juga menjadikan
pasal 33 UUD 1945 sebagai rujuakn normatif, tetapi dengan tafsir yang longgar ialah
dengan menggunakan kekuasan atas negara dan cenderung pro pasar, karena kostitusi itu
sendiri diikat oleh norma dasar tertinggi yaitu pancasila ( Taruna, 2021: 433).

Dalam Permasalah Migas ditahun 2012, Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi
(MK) berpendapat mengenai konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945
dengan merujuk pada Putusan Nomor 002/PUU-1/2003 yang berkaitan dengan pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Perkara Migas
2003). Putusan ini diputuskan pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam maasalan Migas
th 2003, MK mengtakan bahwa "penguasaan oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945
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memiliki arti yang cukup luas daripada kepemilikan dalam konteks hukum perdata.
Konsep “penguasaan oleh negara” ini adalah suatu prinsip hukum pablik yang terkait
dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945, prinsip ini tdk hanya
berlaku dalam ranah politik (demokrasi politik) tetapi juga dalam aspek ekonomi
(demokrasi ekonomi) (Syeirazi, 2017:208). Pemahaman ats prasa "dikuasai oleh negara"
harus dimaknai sebagai mencakup konsep penguasaan oleh negara yang berasal dan
diturunkan dari prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan,
termasuk tetapi tdk sebatas pd bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Definisi ini
juga mencakup ide kepemilikan kolektiv oleh rakyat terhadap sumber daya kekayaan
alam tersebut. Kerja sama rakyak, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945,
memberikan wewenang kepada negara untuk mengimpletasikan kebijakan, tindakan
pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan demi tujuan utama, yakni
kemakmuran rakyat ( simon, 2013:4).

Dalam perkara migas 2003, MK meguraikan konsep penguasaan negara sesaui
dengan pasal 33 UUD 1945 dan menjadi lima bentuk penguasaan negra, termasuk dalam
fungsi kebijakan, pengurusan, peraturan,pengelolaan dan pengawasan. MK menjelaskan
hal yang serupa pada kasus 2012, MK menjelakan hal yang sama. Diaman MK
megembangkan dan memperluas konsep penguasaan oleh negara dgn pengelolmpokkan
lima bentun menjadi penguassan menjadi tiga tingkatan, Peringkat pertama dan paling
utama dari konsep penguasaan oleh negara, negara secara langsung mengelola sumber
daya alam tersebut, seperti Migas, untuk memastikan negara memperoleh manfaat
semaksimal mungkin. Pada peringkat kedua, negara bertanggung jawab atas pembuatan
kebijakan dan pengurusan. Sementara pada peringkat ketiga, peran negara melibatkan
pengaturan dan pengawasan. Penjelasan MK ini mengindikasikan bahwa peringkat
pertama, yaitu fungsi pengelolaan, merupakan bentuk paling penting dari penguasaan
oleh negara dan sangat mendasar dalam mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
Tingkat kedua, melibatkan fungsi kebijakan dan pengurusan, sementara peringkat pd
ketiga melibatkan fungsi pengaturan dan pengawasan Nizammudin, 2016:415).

Lantas bangaimana Sistem tatanan kelola migas di negara Indonesia, seperti yang
dijelaskan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki
arti luas dan tidak terbatas pada kementerian sebagai satu-satunya entitas yang memiliki

wewenang. Bahkan, dalam analisis MK, BUMN juga dianggap sebagai perusahaan
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opsional yang dapat berperan dalam kepercayaan Pemerintah. Hal ini terlihat dalam
penggunaan kata hububung atau koneksi dalam Putusan MK. Dalam konteks ini, BUMN
sebenarnya merupakan salah satu melayani dari dalam Pemerintahan. Berdasarkan
penalaran yang diungkapkan oleh MK, baik pemerintah maupun DPR memiliki sejumlah
pilihan dalam menentukan lembaga yang akan mengelola migas, selama lembaga tersebut
mampu menjalankan prinsip "pengelolaan langsung oleh negara". Dengan demikian,
kewenangan pengelolaan migas tidak harus secara eksklusif berada di bawah kementerian
atau BUMN, asalkan lembaga tersebut dapat memenuhi prinsip tersebut dan merupakan
representasi dari Pemerintah ( Nizammudin, 2016:415). Kalau diliat secara umum, Secara
umum, terdapat tiga rencana tata kelola migas yang diterapkan dalam berbagai negara di
luar sana saat ini: pertama rencana Pemisahan Wewenang (Separation of Powers Model):
Dalam rencana ini, sebuah lembaga teknokratis independen memiliki kekuatan regulasi
yang cukup besar. Lembaga ini bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola
sektor migas secara mandiri, terpisah dari kebijakan pemerintah dan badan eksekutif
lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi pengambilan keputusan dan
memastikan adanya regulasi yang objektif dan efektif. kedua Model Dominasi
Kementerian (Ministry-Dominated Model), kementerian migas atau badan eksekutif
setara diberikan wewenang dalam regulasi dan pengawasan sektor migas. Kementerian
ini memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengeluarkan regulasi, serta
mengawasi operasi perusahaan migas. Pengaturan ini menempatkan pemerintah dalam
posisi pusat dalam mengelola sektor ini.dan terahir Model Dominasi NOC (NOC-
Dominated Model): Dalam model ini, perusahaan minyak nasional yaitu memiliki
tanggung jawab yang cukup besar, baik secara de jure (berdasarkan hukum) maupun de
facto (sebenarnya), dalam regulasi sektor migas. Terkadang, NOC juga memiliki
kekuasaan untuk memberikan izin eksploraisi dan produksi minyak dan gas. Hal ini
mengarah pada dominasi perusahaan migas nasional dalam mengelola industri migas.
Ketiga model ini mencerminkan variasi dalam pengaturan peran dan tanggung jawab
dalam sektor migas di berbagai negara. Setiap-tiap model memiliki keunggulan dan
kelemahan sendiri tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan hukum setiap negara
(suparto, 2019: 5) Akan tetapi kalau kalau diliat dari segi pengelolaan migas saat ini yaitu

menggunkan sistem pemisah. lalah pengelolaan hulu dan hilir. Hulu itu sendiri bagian
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metah atau penambangan, sedangkan hilir ialah bagian pemasaran contohnya seperti
pertamina, yang mengelolaan bagian BBM (Asnawi, 2016:3).

Lantas apakah dalam putusan MK No 36/puu-x/2012 sesuai atau tidak sesuai
dengan hukum energi indonesia?. Dilihat dari energi itu sendiri Energi itu sendiri energi
adalah salah satu faktor cukup penting dalam pencapaian pembangungan berkelanjutan.
Energi yaitu unsur yang diperoleh dari sumber daya alam (SDA) memiliki fungsi guna
pemenuhan kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia dalam beraktivitas.
Pemanfaatan energi itu sendiri bertujuan sebagai wujud ikhtiar manusia untuk
mempertahankan keberadaannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun
kemakmuran hidup masyarakat. Ikhtiar ini sejurus dengan apa dicantumkan dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”( Pusat
Pengkajian, 2020:7).

Energi tersebut dimanfaatan oleh manusia dengan mendominasi bahan energi fosil
yang jumlahnya terbatas. Energi fosil seringkali digunakan secara berkelanjutan yang
dapat mengakibatkan langkanya energi fosil juga penyebab habisnya suatu energi
(Marlina, 2022: 94) . Energi baru dan terbarukan muncul sebagai bentuk inovasi sekaligus
alternatif guna menangani permasalahan pencegahan kelangkaan energi yang pada
akhirnya akan memberikan dampak pada terganggunya kestabilan makhluk hidup.
Kemudian sumber energi internasional telah melakukan perubahan beberapa kali, dari
tahun 1900-an sampai sekarang mayoritas menggunakan biomassa berupa kayu bakar
untuk pemenuhan kebutuhan energi, diubah menjadi fosil seperti batu bara, minyak dan
gas bumi, pemicu perkembangan industri di indonesia contohnya pada aspek pertanian
yaitu bajak sawah yang dulu (1990- an) menggunkan sapi memasuki tahun 2000-an
disebagian wilayah indonesia yang menggunkan mesin dengan berbahan BBM. Energi
terbarukan/ pembaruan energi adalah energi yang didapat dari sumber daya alam dan
jumlahnya tak terbatas (Rahadyan, 2023: 211). Dilihat dari Contoh migas ini, Visi
pengelolaan energi dunia dimasa yang akan datang dimaksudkan pada pengurangan emisi
seperti meningkatkan kapasitas dan utilisasi pembangkit (Energi Baru Terbarukan) EBT,
maksudnya ialah dengan mengurangi pemanfaatan energi fosil atau migas di seluruh

sektor dan diajurkan munggunaan kendaraan berdaya listrik. Visi ini disebut dengan
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transisi energi. Negara Korea, Jepang dan Uni Eropa pada tahun 2050 telah memiliki
komitmen guna mencapai net-zero emission ( Ibrahim Nur, 2019: 5).

Maka dari itu Indonesia dari tahun 2007 memulai dengan keikutsertaannya
Indonesia pada pertemuan Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) . (Fajar, 2021:155) pelaksanaan OECD dapat dilihat dari tinjauan ulang dan
pengesahan terhadap peraturan-peraturan Pemerintah RI saat Indonesia menjadi anggota
Development Centre (DC) OECD. Berdirinya DC memiliki tujuan membantu para
pengambil keputusan guna memperoleh pemecahan masalah kebijakan yang tepat
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan standar hidup negara
berkembang serta memiliki ekonomi yang stabil. Indonesia dengan OECD telah
bekerjasama dan mengalami peningkatan seiring berjalanya waktu, peningkatan ini
mencangkup penandatanganan Framework Cooperation Agreement tanggal 27
September 2012 kemudian pada tahun berikutnya penandatanganan pendirian kantor
perwakilan OECD di Indonesia tepatnya tanggal 5 September 2013. Setelah
beroperasinya kantor perwakilan OECD di Indonesia, kerja sama antara Indonesia dan
OECD telah ditingkatkan dan diperkuat. Pendirian kantor ini memfasilitasi kerja sama
yang lebih baik antara kedua pihak. Selain itu, kantor OECD di Indonesia diharapkan
dapat berperan sebagai pusat untuk OECD South East Asia Regional Programme
(SEARP), yang bertujuan untuk mempersiapkan negara di kawasan Asia Tenggara untuk
menghadapi ASEAN Community 2015. Sampai detik ini OECD masih aktif
melaksanakan tinjauan kebijakan publik di Indonesia melalui berbagai inisiatif, seperti
OECD Economic Survey, Regulatory Reform Review, Agriculture Review, Education
Review, Investment Policy Review, dan dalam jangka dekat untuk melaksanakan
Government Spending Review. Dalam kerja sama ini didukung oleh berbagai dasar
hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan keanggotaan Indonesia pada
Development Center OECD, serta Framework Cooperation Agreement antara Indonesia
dan OECD yang telah ditandatangani pada 27 September 2012. Penyusunan kajian ini
bertujuan guna menggambarkan kerja sama antara Indonesia dan OECD, yang
melibatkan berbagai pihak terkait di antara berbagai kementerian (Pusat kebijakan, 2015:
27).
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Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari sumber daya alam dan
dapat diperbarui, yang ketersediaannya dapat dipulihkan setelah dimanfaatkan atau habis.
Kemudian pemanfaatan energi terbarukan dianggap lebih aman tidak merusak
lingkungan dibanding dengan energi non-terbarukan. Hal ini disebabkan oleh
kemampuan sumber energi terbarukan untuk pulih secara alami dalam waktu yang relatif
singkat. Sebagai contoh, kendaraan listrik merupakan salah satu implementasi dari energi
terbarukan (Nabila, 2015). Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah sumber daya alam
yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan makhluk
hidup lainnya. Pemanfaatan EBT menjadi sangat penting saat ini karena EBT dapat
mengganti peran energi fosil dengan sifat tak dapat diperbarui dan jumlahnya yang
terbatas jika dimanfaatkan secara berkelanjutan. EBT juga memiliki potensi untuk
menjadi sumber energi yang penggunannya dilakukan secara berkelanjutan hingga ke
masa yang akan datang (Sustainable Energy). Pengaturan terkait dengan penggunaan
EBT di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Undang-Undang
tentang Energi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mempromosikan dan mengatur
pemanfaatan EBT sebagai sumber energi alternatif yang tidak merusak lingkungan dan
berkelanjutan (Triatmojo, 2013:9).

Kesesuaian antara putusan mk dengan hukum energi indonesia itu sendiri dapat
dilihat dari penjelasan diatas ini. Maksud dari ptusan mk tersebut ialah kontrak Putusan
MK ini ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan sebelumnya oleh beberapa
pihak terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
MK pada putusan ini menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang migas
tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Putusan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya
Migas harus dilakukan dengan cermat terutama terhadap prinsip-prinsp kedaulatan
negara dan kepentingan rakyat. MK menggarisbawahi bahwa hubungan negara dan pihak
swasta dalam pengelolaan Migas seharusnya tidak hanya berdasarkan kontrak perdata,
melainkan harus memastikan bahwa negara memiliki kontrol penuh dan kemampuan
untuk mengatur sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat ( Afifah, 2020:7).

Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga kedaulatan negara

terhadap SDA dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik yang berkaitan
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dengan pengelolaan Migas harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. MK juga
menginginkan agar hubungan negara dan swasta dalam pengelolaan SDA mengikuti
prinsip hubungan publik, seperti pemberian izin/konsesi yang sepenuhnya ditangan
negara. Bisa dilihat dalam penafsiran MK terkait pasal 33 UUD 1945, MK menafsirkan
pasal 33 UU 1945 juga memakai penafsiran hatta sebagai rujukan dalam menafsirkan
sejumlah frasa kunci. Khusunya frasa dikuasi oleh negara, adapun hak menguasai negara
dimaknai MK dengan pengertian “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD
1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Maksunya ialah dikuasi negara tidak berarti nahwa penerintah
sendiri dengan biokrasinya menjalankan perusahaan, sebab perusahaan tidak dapat
dikemudiakn dari kementrian secara biokrasi, ialah dengan diberikan kepada tenaga ahli
profesional dari dalam negri kalau kurang dapat menyewa manajemen asing denga
mengikuti ketentuan hukum atau aturan yang berlaku. Konsepsi hatta, tidak perlu segala
aktivitas dikerjakan pemerintah. Ada bidang-bidang sendiri yang diurus pemerintah,
seperti kepentingan umum, perusahaan listrik, kreta api, gas dan lainnya sebagainya dan
semuanya itu tujuanya untuk memakmurkan rakya indonesia sendiri (Syeirazi, 2017:204).

Dengan demikian, putusan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kontrol
negara dalam pengelolaan Migas, melindungi kepentingan rakyat, dan menjaga
kedaulatan negara atas sumber daya alam, seiring dengan prinsip-prinsip konstitusi itu
sendiri. Maka dari putusan mk selaras dengan tujuan hukum energi itu sendiri yaitu
menjaga SDA diindonesia dan memajukan pembagunan. Dengan langkah berkerja sama
dengan negara luar, dan menggati kendaraan yang bahan BBM dengan tenaga listrik.
Adapun permasalah-permasalahan diindonesia itu sendiri, pertama eksplorasi yang
rendah harus didukung dengan kegiatan eksplorasi yang utuh. Lebih berfokus pada
pengelolaan di sektor hulu migas. Kedua yaitu Pengaturan kebijakan fiskal dalam sektor
hulu migas, seperti menentukan pembagian hasil dan royalti, peraturan perpajakan migas,
dan ketentuan lain yang berdampak pada investasi di sektor migas, sangat penting.
Mengingat pentingnya ekplorasi yang luas dalam sektor ini, diperlukan kebijakan yang
cermat untuk mencapai keseimbangan yang baik antara meningkatkan penerimaan pajak

dan mendorong investasi. Jika pemerintah memilih untuk melonggarkan kebijakan fiskal
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dengan tujuan menarik investor baru, maka penerimaan negara kemungkinan akan
mengalami penurunan. Sebaliknya, seandainya pemerintah memutuskan untuk
memperketat kebijakan fiskal, yang mungkin meningkatkan penerimaan negara dalam
jangka pendek, hal ini dapat membuat Indonesia kurang menarik bagi investor di sektor
migas. Namun, dalam jangka panjang, tindakan ini juga dapat berdampak pada

keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi. (fajar, 2021: 160-162).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran penelitian di atas dapat disimpulkan antara lain: Hakikat
pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) dalam hukum energi Indonesia adalah kompleks,
melibatkan kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan.
Sejarah pengelolaan migas menggambarkan perubahan pengawasan asing yang kemudian
berpihak kepada negara dan rakyat. Dalam undang-undang, UUD 1945, dijelaskan bahwa
sumber sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU No.
22/2001 mengatur aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Migas. Pengelolaan migas juga berkaitan dengan kebutuhan nasional antara
lain untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengklarifikasi bahwa negara memiliki
penguasaan kuat terhadap sumber daya migas sesuai konstitusi. Beberapa pasal dalam
UU Migas dinyatakan secara inkonstitusional sehingga BP Migas dibubarkan dan
terbentuklah SKK Migas. Namun, ada perdebatan terkait bentuk dan wewenang SKK
Migas. Beberapa anggap SKK Migas terbatas, sementara lainnya melihatnya sebagai
langkah maju. Putusan ini mengubah paradigma pengelolaan migas, menegaskan
kedaulatan negara. Meski kontroversial, putusan ini tonggak penting dalam sejarah
hukum energi dan sumber daya alam di Indonesia. Energi terbarukan kunci pembangunan
berkelanjutan. Indonesia berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dan
ketergantungan fosil dengan energi terbarukan. Kendala biaya dan transisi tetap
signifikan. Kerjasama pemerintah dan swasta diperlukan untuk peningkatan energi
terbarukan, mengatasi hambatan finansial, capai target penggunaan terbarukan. Langkah
ini penting melindungi lingkungan dan memitigasi perubahan iklim.

Putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi sesuai dengan hukum energi Indonesia. MK menegaskan prinsip kedaulatan
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negara dan kepentingan rakyat dalam pengelolaan Migas. Ini sejalan dengan tujuan
menjaga SDA dan pembangunan berkelanjutan. Putusan ini mengimbangi eksplorasi
serta investasi di sektor migas dengan fokus pada kepentingan nasional dan kontrol penuh
negara. Keselarasan ini vital menghadapi tantangan sektor migas dan mendukung

keseimbangan dalam pembangunan energi Indonesia.
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